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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas maka Penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik tersebut memiliki 

kedudukan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah menurut Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 6. Keabsahan sertifikat elektronik juga semakin teguh setelah 

ketentuannya dipertegas melalui Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021. Dari aspek 

keamanan data, Kementerian ATR/BPN telah menerapkan langkah antisipatif 

terhadap potensi kebocoran informasi melalui kerja sama dengan Badan Siber dan 

Sandi Negara (BSSN). Sertifikat tanah elektronik dibekali dengan tanda tangan 

elektronik, teknologi Hash Code untuk menjamin keautentikan dokumen, serta QR 

Code untuk mempercepat proses verifikasi, yang seluruhnya memperoleh dukungan 

keamanan dari BSSN. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sertifikat tanah elektronik adalah 

belum tersedianya basis data peta bidang tanah yang valid di seluruh Indonesia 

sehingga menyulitkan penerbitan sertifikat elektronik, data kependudukan yang 

belum tertib dan masih banyak yang tidak terbarui sehingga mengurangi validitas 

informasi pertanahan, belum tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan yang mendukung sertifikat elektronik, sosialisasi program 

sertifikat elektronik yang belum optimal kepada berbagai pihak, serta sarana dan 
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prasarana digital yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah Indonesia, 

sehingga implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. 

B. Saran  

Adapun terhadap pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, Penulis akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan bidang pertanahan dan Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta melaksanakan sosialisasi sertifikat tanah 

elektronik secara menyeluruh dan komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten. 

2. Sistem keamanan sertifikat tanah elektronik perlu terus diperbarui dan disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi serta potensi ancaman keamanan terkini. Penerapan 

standar ISO 27001:2013 harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan 

sekadar formalitas. Selain itu, disarankan untuk menyusun regulasi baru yang mampu 

mengantisipasi berbagai bentuk ancaman atau serangan terhadap sistem administrasi 

pertanahan digital, sehingga keamanan dan keandalan sertifikat elektronik dapat 

terjamin. 
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